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Abstrak 

 

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi 

kekuasaan. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Logging ini menjadi sangat 

penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), 

yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana illegal Logging. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

tercantum dalam Pasal 50 sedangkan ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 78. Kebijakan hukum pidana 

dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging saat ini adalah dengan dilakukannya  kebijakan formulasi 

terhadap tindak pidana illegal logging, kebijakan formulasi tersebut dibentuk dalam suatu aturan undang-

undang sebagaimana diuraikan di atas, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Logging, Hutan. 

 

Abstract 

 

Criminal law policy essentially contains state policies in regulating and limiting power. In anticipating efforts 

to tackle the crime of Illegal Logging , it is very important to carry out a criminal law policy, especially 

legislative policy (formulation policy), namely how to formulate an act that is considered a criminal act of 

illegal logging. The research method used is the normative juridical method.crimes illegal logging according 

to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry is listed in Article 50 while the criminal provisions are listed 

in Article 78. The criminal law policy in tackling the crime of illegal logging at this time is by carrying out a 

formulation policy against theCriminal illegal logging, Code, Law Number 5 of 1990 concerning Conservation 

of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Law Number 41 of 1999 as amended by Law Number 

19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning 

Amendment to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law and Law Number 18 of 2013 concerning 

Prevention and Eradication Forest Destruction. 
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Pendahuluan 

Kebijakan hukum pidana pada 

hakekatnya mengandung kebijakan 

Negara dalam mengatur dan membatasi 

kekuasaan, baik kewenangan masyarakat 

pada umumnya untuk bertindak dan 

bertingkah laku maupun kekuasaan atau 

kewenangan penguasa/penegak hukum 

dalam menjalankan tugasnya memastikan 

bahwa masyarakat taat dan patuh pada 

aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan 

hukum pidana merupakan serangkaian 

proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni 

(Abdurahman, 1999): 

1. Tahap kebijakan legislative atau 

formulatif; 

2. Tahap kebijakan yudikatif atau 

aplikatif dan 

3. Tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif. 

Berdasar tiga uraian tahapan 

kebijakan penegakan hukum pidana 

tersebut terkandung didalamnya tiga 

kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan 

legislatif/formulatif berwenang dalam hal 

menetapkan atau merumuskan perbuatan 

apa yang dapat dipidana yang berorientasi 

pada permasalahan pokok dalam hukum 

pidana meliputi perbuatan yang bersifat 

melawan hukum, kesalahan atau 

pertanggungjawaban pidana dan sanksi 

apa yang dapat dikenakan oleh pembuat 

undang-undang, kekuasaan 

yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan 

dalam hal menerapkan hukum pidana oleh 

aparat penegak hukum atau pengadilan dan 

kekuasaan eksekutif/administratif dalam 

melaksanakan hukum pidana oleh aparat 

pelaksana/eksekusi pidana (Abdurahman, 

1999). 

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan 

penegakan hukum tersebut diatas 

penanggulangan kejahatan selalu 

diorientasikan pada upaya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana 

diutarakan oleh Barda Nawawi Arief 

bahwa kebijakan atau upaya 

penanggulangan kejahatan (criminal 

policy) pada hakekatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat 

(social welfare) (Barda Nawawi, 2002). 

Seiring dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat modern dalam 

menghadapi globalisasi serta adanya 

proses industrialisasi dan modernisasi akan 

menumbuhkan perubahan proses sosial 

dalam tata kehidupan masyarakat. Proses 

industrialisasi dan modernisasi dan 

terutama industrialisasi kehutanan telah 

berdampak besar pada kelangsungan hutan 

sebagai penyangga hidup dan kehidupan 

mahluk didunia. Hutan merupakan sumber 

daya yang sangat penting tidak hanya 

sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih 

sebagai salah satu komponen lingkungan 

hidup (Siswanto Sunarso, 2005). 

Untuk itu dalam kedudukannya 

hutan sebagai salah satu penentu system 

penyangga kehidupan harus dijaga 

kelestariaannya. sebagaimana landasan 

konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

(UUD, 1945). 

Kawasan hutan merupakan sumber 

daya alam yang terbuka, sehingga akses 

masyarakat untuk masuk 

memanfaatkannya sangat besar. Kondisi 

tersebut memacu permasalahan dalam 

pengelolaan hutan. Seiring dengan 

semangat reformasi kegiatan penebangan 

dan pencurian kayu di hutan menjadi 

semakin marak apabila hal ini dibiarkan 

berlangsung secara terus menerus 

kerusakan hutan Indonesia akan 

berdampak pada terganggunya 

kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, 

erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan 

sebagai penyangga keseimbangan alam 

serta dari sisi pendapatan Negara 

pemerintah Indonesia mengalami kerugian 

yang dihitung dari pajak dan pendapatan 

yang seharusnya masuk ke kas Negara 

(Murhaini Suriansyah, 2011). 

Aktifitas illegal logging saat ini 

berjalan dengan lebih terbuka, transparan 
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dan banyak pihak yang terlibat dan 

memperoleh keuntungan dari aktifitas 

pencurian kayu, modus yang biasanya 

dilakukan adalah dengan melibatkan 

banyak pihak dan secara sistematis dan 

terorganisir. Pada umumnya, mereka yang 

berperan adalah buruh/penebang, pemodal 

(cukong), penyedia angkutan dan 

pengaman usaha (seringkali sebagai 

pengaman usaha adalah dari kalangan 

birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). 

Adapun modus yang digunakan dalam 

praktek illegal logging adalah pengusaha 

melakukan penebangan di bekas areal 

lahan yang dimiliki maupun penebangan 

diluar jatah tebang (over cutting) dan 

adakalanya illegal logging dilakukan 

melalui kerjasama antara perusahaan 

pemegang izin HPH dengan para cukong. 

Seringkali pemegang izin meminjamkan 

perusahaannya untuk mengikuti lelang 

kayu sitaan kepada pihak cukong yang 

tidak ada hubungannya sama sekali dengan 

perusahaan tersebut (Sukardi, 2005). 

Illegal loging terjadi karena adanya 

kerjasama antara masyarakat lokal 

berperan sebagai pelaksana dilapangan 

dengan para cukong bertindak sebagai 

pemodal yang akan membeli kayu-kayu 

hasil tebangan tersebut, adakalanya 

cukong tidak hanya menampung dan 

membeli kayu-kayu hasil tebangan namun 

juga mensuplai alat-alat berat kepada 

masyarakat untuk kebutuhan 

pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya 

tindak pidana illegal logging, jajaran 

aparat penegak hukum telah menggunakan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang, sebagai instrumen hukum untuk 

menanggulanggi tindak pidana illegal 

logging, meskipun secara limitatif undang-

undang tersebut tidak menyebutkan 

adanya istilah illegal logging (Sukardi, 

2005). 

Menurut pendapat Haryadi 

Kartodiharjo, illegal logging merupakan 

penebangan kayu secara tidak sah dan 

melanggar peraturan perundang-

undangan, yaitu berupa pencurian kayu 

didalam kawasan hutan Negara atau hutan 

hak (milik) dan atau pemegang ijin 

melakukan penebangan lebih dari jatah 

yang telah ditetapkan dalam perizinan 

(Haryadi Kartodiharjo, 2002). 

Dalam mengantisipasi upaya 

penanggulangan tindak pidana Illegal 

Logging ini menjadi sangat penting untuk 

melakukan suatu kebijakan hukum pidana 

khususnya kebijakan legislatif (kebijakan 

formulasi), yaitu bagaimana 

memformulasikan suatu perbuatan yang 

dianggap sebagai tindak pidana illegal 

Logging, syarat apa saja yang harus 

dipenuhi untuk 

mempersalahkan/mempertanggungjawabk

an seseorang melakukan perbuatan illegal 

logging dan sanksi/pidana apa yang 

sepatutnya dikenakan serta bagaimana 

dalam menerapkan kebijakan legislatif 

tersebut oleh badan yudikatif (Leden 

Marpaung, 2011). 

 

Metode Penelitiaan 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif (normative 

legal research) dengan pendekatan 

perundang-undangan. Metode penelitian 

yuridis normatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau 

diterapkan terhadap suatu permasalahan 

hukum tertentu. Penelitian normatif 

seringkali disebut penelitian kepustakaan, 

karena objek kajiannya adalah dokumen 

peraturan perundang-undangan dan bahan 

pustaka (Soejono dan Abdurrahman, 

2003). Pendekatan undang-undang 

digunakan untuk mengkaji Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pengaturan Tindak Pidana Illegal 

Logging Menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan 

Rumusan definisi tindak pidana 

illegal logging secara eksplisit tidak 

ditemukan dalam pasal-pasal yang 

tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, namun illegal logging 

bisa diidentikkan dengan tindakan 

atau perbuatan yang berakibat 

merusak hutan, untuk itu mengenai 

perusakan hutan hal ini ditegaskan 

dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan, yang 

berbunyi: “yang dimaksud dengan 

kerusakan hutan adalah terjadinya 

perubahan fisik, sifat fisik atau 

hayatinya, yang menyebabkan hutan 

tersebut terganggu atau tidak dapat 

berperan sesuai dengan fungsinya” 

(UUD no 41, 1999). 

Menurut Supriadi definisi lain 

dari illegal logging, adalah 

operasi/kegiatan kehutanan yang 

belum mendapat izin dan merusak. 

Secara umum illegal logging 

mengandung makna kegiatan di 

bidang kehutanan atau yang 

merupakan rangkaian kegiatan yang 

mencakup penebangan, 

pengangkutan, pengolahan hingga 

kegiatan jual beli (termasuk ekspor-

impor) kayu yang tidak sah atau 

bertentangan dengan aturan hukum 

yang berlaku, atau perbuatan yang 

dapat menimbulkan kerusakan hutan 

(Supardi, 2011). 

Adapun tindak pidana illegal 

logging  tercantum dalam Pasal 50 

sedangkan ketentuan pidananya 

tercantum dalam Pasal 78 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. 

 

Pasal 50 

a. Setiap orang dilarang merusak 

prasarana dan sarana perlindungan 

hutan. 

b. Setiap orang yang diberikan izin usaha 

pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin 

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu, serta izin 

pemungutan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu, dilarang melakukan 

kegiatan yang menimbulkan 

kerusakan hutan. 

c. Setiap orang dilarang: 

1) mengerjakan dan atau 

menggunakan dan atau 

menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah; 

2) merambah kawasan hutan; 

3) melakukan penebangan pohon 

dalam kawasan hutan dengan 

radius atau jarak sampai dengan: 

a) 500 (lima ratus) meter dari 

tepi waduk atau danau; 

b) 200 (dua ratus) meter dari 

tepi mata air dan kiri kanan 

sungai di daerah rawa; 

c) 100 (seratus) meter dari kiri 

kanan tepi sungai; 

d) 50 (lima puluh) meter dari 

kiri kanan tepi anak sungai; 

e) 2 (dua) kali kedalaman 

jurang dari tepi jurang; 

f) 130 (seratus tiga puluh) kali 

selisih pasang terdiri dan 

pasang terendah dari tepi 

pantai. 

4) membakar hutan; 

5) menebang pohon atau memanen 

atau memungut hasil hutan di 

dalam hutan tanpa memiliki hak 

atau izin dari pejabat yang 

berwenang. 

6) menerima, membeli atau menjual, 

menerima tukar, menerima 
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titipan, menyimpan, atau 

memiliki hasil hutan yang 

diketahui atau patut diduga 

berasal dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut secara 

tidak sah; 

7) melakukan kegiatan penyelidikan 

umum atau eksplorasi atau 

eksploitasi bahan tambang di 

dalam kawasan hutan, tanpa izin 

Menteri; 

8) mengangkut, menguasai, atau 

memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan 

surat keterangan sahnya hasil 

hutan; 

9) menggembalakan ternak di dalam 

kawasan hutan yang tidak 

ditunjuk secara khusus untuk 

maksud tersebut oleh pejabat 

yang berwenang; 

10) membawa alat-alat berat dan atau 

alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk 

mengangkut hasil hutan di dalam 

kawasan hutan, tanpa izin pejabat 

yang berwenang; 

11) membawa alat-alat yang lazim 

digunakan untuk menebang, 

memotong, atau membelah pohon 

di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang; 

12) membuang benda-benda yang 

dapat menyebabkan kebakaran 

dan kerusakan serta 

membahayakan keberadaan atau 

kelangsungan fungsi hutan ke 

dalam kawasan hutan; dan m. 

mengeluarkan, membawa, dan 

menyangkut tumbuh-tumbuhan 

dan satwa liar yang tidak 

dilindungi undang-undang yang 

berasal dari kawasan hutan tanpa 

izin pejabat yang berwenang. 

d. Ketentuan tentang mengeluarkan, 

membawa, dan atau mengangkut 

tumbuhan dan atau satwa yang 

dilindungi, diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Pasal 78 

(1) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau 

Pasal 50 ayat (2), diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

(3) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf d, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(4) Barang siapa karena kelalaiannya 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf d, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 

1.500.000.000,00 (satu miliar lima 

ratus juta rupiah). 

(5) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf e atau huruf f, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

(6) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana, 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau 

Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

(7) Barang siapa dengan sengaja 
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melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf h, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

(8) Barang siapa yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, 

diancam dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) bulan dan denda paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

(9) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf j, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(10) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf k, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(11) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf l, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(12) Barang siapa dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf m, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 

(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), 

ayat (10), dan ayat (11) adalah 

kejahatan, dan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dan ayat (12) adalah pelanggaran. 

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3), apabila dilakukan oleh dan 

atau atas nama badan hukum atau 

badan usaha, tuntutan dan sanksi 

pidananya dijatuhkan terhadap 

pengurusnya, baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama, dikenakan 

pidana sesuai dengan ancaman pidana 

masing-masing ditambah dengan 1/3 

(sepertiga) dari pidana yang 

dijatuhkan. 

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan 

dan pelanggaran dan atau alat-alat 

termasuk alat angkutnya yang 

dipergunakan untuk melakukan 

kejahatan dan atau pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

ini dirampas untuk Negara. 

Melihat dari ancaman pidananya 

maka pemberian sanksi ini termasuk 

kategori berat, dimana terhadap 

pelaku dikenakan pidana pokok 

berupa 1). Pidana penjara 2) denda dan 

pidana tambahan perampasan barang 

semua hasil hutan dan atau alat-alat 

termasuk alat angkutnya. Adapun 

maksud dan tujuan dari pemberian 

sanksi pidana sebagaimana rumusan 

Pasa1 78 di atas adalah agar dapat 

menimbulkan efek jera bagi pelanggar 

hukum di bidang kehutanan itu. Efek 

jera yang dimaksud bukan hanya 

kepada pelaku yang telah melakukan 

tindak pidana kehutanan, akan tetapi 

kepada orang lain yang mempunyai 

kegiatan dalam bidang kehutanan 

menjadi enggan melakukan perbuatan 

melanggar hukum karena sanksi 

pidananya berat (Sunarso Siswanto, 

2005). 

 

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana 

Illegal Logging 

Sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, bahwa kebijakan hukum 

pidana pada hakekatnya mengandung 

kebijakan Negara dalam mengatur dan 

membatasi kekuasaan, baik 
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kewenangan masyarakat pada 

umumnya untuk bertindak dan 

bertingkah laku maupun kekuasaan 

atau kewenangan penguasa/penegak 

hukum dalam menjalankan tugasnya 

memastikan bahwa masyarakat taat 

dan patuh pada aturan yang telah 

ditetapkan.  

Selain dari pada Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, kebijakan hukum 

pidana lain yang dibentuk dalam 

rangka menanggulangi tindak pidana 

illegal logging, adalah sebagai 

berikut: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) 

Tindak pidana terhadap 

kehutanan adalah tindak pidana 

khusus yang diatur dengan 

ketentuan pidana. Ada dua 

kriteria yang dapat menunjukan 

hukum pidana khusus itu, yaitu 

pertama, orang-orangnya atau 

subjeknya yang khusus, dan 

kedua perbuatannya yang khusus 

(bijzonder lijk feiten) (Pope, 

2003). Pada dasarnya kejahatan 

illegal logging, secara umum 

kaitannya dengan unsur-unsur 

tindak pidana umum dalam 

KUHP, dapat dikelompokan ke 

dalam beberapa bentuk kejahatan 

secara umum yaitu (Rangkuti, 

2000): 

1) Pengrusakan (Pasal 406 

sampai dengan Pasal 412) 

Unsur pengrusakan terhadap 

hutan dalam kejahatan illegal 

logging berangkat dari 

pemikiran tentang konsep 

perizinan dalam sistem 

pengeloalaan hutan yang 

mengandung fungsi 

pengendalian dan 

pengawasan terhadap hutan 

untuk tetap menjamin 

kelestarian fungsi hutan. 

Illegal logging pada 

hakekatnya merupakan 

kegiatan yang menyalahi 

ketentuan perizinan yang ada 

baik tidak memiliki izin 

secara resmi maupun yang 

memiliki izin namun 

melanggar dari ketentuan 

yang ada dalam perizinan itu 

seperti over atau penebangan 

di luar areal konsesi yang 

dimiliki. 

2) Pencurian (Pasal 362 KUHP) 

Kegiatan penebangan kayu 

dilakukan dengan sengaja 

dan tujuan dari kegiatan itu 

adalah untuk mengambil 

manfaat dari hasil hutan 

berupa kayu tersebut (untuk 

dimiliki). Akan tetapi ada 

ketentuan hukum yang 

mengatur tentang hak dan 

kewajiban dalam 

pemanfaatan hasil hutan 

berupa kayu, sehingga 

kegiatan yang bertentangan 

dengan ketentuan itu berarti 

kegiatan yang melawan 

hukum. Artinya menebang 

kayu di dalam areal hutan 

yang bukan menjadi haknya 

menurut hukum. 

3) Pemalsuan (Pasal 261-267 

KUHP) 

Pemalsuan surat atau 

pembuatan surat palsu 

menurut penjelasan Pasal 

263 KUHP adalah membuat 

surat yang isinya bukan 

semestinya atau membuat 

surat sedemikian rupa, 

sehingga menunjukkan 

seperti aslinya. Surat dalam 

hal ini adalah yang dapat 

menerbitkan : suatu hal, suatu 

perjanjian, pembebasan 

utang dan surat yang dapat 

dipakai sebagai suatu 

keterangan perbuatan atau 

peristiwa. Ancaman pidana 

terhadap pemalsuan surat 

menurut Pasal 263 KUHP ini 
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adalah penjara paling lama 6 

tahun dan Pasal 264 paling 

lama 8 tahun. Dalam praktik-

praktik kejahatan illegal 

logging, salah satu modus 

operandi yang sering 

digunakan oleh pelaku dalan 

melakukan kegiatannya 

adalah pemalsuan Surat 

Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan (SKSHH), pemalsuan 

tanda tangan, pembuatan 

stempel palsu, dan 

keterangan Palsu dalam 

SKSHH. Modus operandi ini 

belum diatur secara tegas 

dalam Undang-undang 

kehutanan. 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 ini, mengatur dua macam 

perbuatan pidana yaitu kejahatan 

dan pelanggaran, sedangkan 

sanksi pidana ada tiga macam 

yaitu pidana penjara, pidana 

kurungan dan pidana denda. 

Sanksi pidana terhadap kejahatan 

diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan 

(2) dan sanksi pidana terhadap 

pelanggaran diatur dalam Pasal 

40 ayat (3) dan (4) Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

sedangkan unsur-unsur perbuatan 

pidananya diatur dalam Pasal 19, 

21 dan Pasal 33 (Salim, 2004), 

yang masing-masing bunyinya 

adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Setiap orang dilarang melakukatn 

kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan 

kawasan suaka alam. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1) tidak termasuk kegiat 

an pembinaan Habitat untuk 

kepentingan satwa di dalam suaka 

marga satwa. 

(3) Perubahan terhadap keutuhan 

kawasan suaka alam sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

mengurangi, menghilangkan fungsi 

dan luas kawasan suaka alam, serta 

menambah jenis tumbuhan dan satwa 

lain yang tidak asli. 

 

Pasal 22 

(1) Setiap orang dilarang untuk: 

a. mengambil, menebang, memiliki, 

merusak, memusnahkan, 

memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagiannya 

dalam keadaan hidup atau mati; 

b. mengeluarkan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagiannya 

dalam keadaan hidup atau mati 

dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar 

Indonesia. 

(2) Setiap orang dilarang untuk: 

a. menangkap, melukai, membunuh, 

menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan hidup; 

b. menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan 

meperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan mati; 

c. mengeluarkan satwa yang 

dilindungi dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam 

atau di luar Indonesia; 

d. memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki kulit, tubuh atau 

bagian-bagian lain satwa yang 

dilindungi atau barang-barang 

yang dibuat dari bagian-bagian 

satwa tersebut atau 

mengeluarkannya dari suatu 

tempat di Indonesia ke tempat lain 

di dalam atau di luar Indonesia; 

e. mengambil, merusak, 

memusnahkan, memperniagakan, 
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menyimpan atau memiliki telur 

dan/atau sarang satwa yang 

dilindungi. 

 

Pasal 33 

(1) Setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan zona inti 

taman nasional. 

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona 

inti taman nasional sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

mengurangi, menghilangkan fungsi 

dan luas zona inti taman nasional, 

serta menambah jenis tumbuhan dan 

satwa lain yang tidak asli. 

(3) Setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan yang tidak sesuai dengan 

fungsi zona pemanfaatan dan zona 

lain dari taman nasional, taman hutan 

raya, dan taman wisata alam. 

 

Pasal 40 

(1) Barangsiapa dengan sengaja 

melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 

ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja 

melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp 100.000.000,00(seratusjuta 

rupiah). 

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya 

melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 

ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). 

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya 

melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

 

Melihat dari rumusan ketentuan 

pidana dalam undang-undang tersebut 

di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pasal-pasalnya hanya secara khusus 

terhadap kejahatan dan pelanggaran 

terhadap kawasan hutan tertentu dan 

jenis tumbuhan tertentu, sehingga 

untuk diterapkan terhadap kejahatan 

illegal logging hanya sebagai 

instrumen pelengkap yang hanya 

dapat berfungsi jika unsur-usur 

tersebut terpenuhi (Hardjosoemitro, 

2007). 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 

Dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, 

bahwa perbuatan perusakan seperti; 

pembalakan liar (illegal logging), 

pertambangan tanpa izin dalam 

kawasan hutan, perkebunan tanpa izin, 

penggunaan ataupun pemanfaatan 

kawasan hutan dan hasil hutan tanpa 

izin. Perbuatan tersebut menimbulkan 

kerugian negara, baik kerugian materil 

dan inmateril berupa kerusakan 

lingkungan, terjadinya banjir, longsor 

yang berdampak pada kehidupan 

sosial budaya, ekonomi serta 

meningkatkan pemanasan global dan 

permasalahan ini telah menjadi isu 

pada tingkat nasional, regional, dan 

internasional. Perbuatan perusakan 

hutan tersebut telah menjelma menjadi 

suatu tindak pidana yang berdampak 

luar biasa (extra ordinary), masif, 

terorganisir, melintasi batas-batas 
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wilayah dan lintas negara 

(Hardjosoemitro, 2007). 

Dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan yang 

efektif dan pemberian efek jera bagi 

pelaku, diperlukan landasan hukum 

yang kuat dan mampu menjamin 

efektivitas pencegahan dan penegakan 

hukum. Kebijakan hukum pidana 

dalam penanggulangan tindak pidana 

kehutanan sebagaimana dirumuskan 

dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasa Perusakan Hutan di 

dalamnya diatur perbuatan yang 

dilarang atau jenis-jenis tindak pidana 

kehutanan, ketentuan undang-undang 

ini juga diatur subjek hukum 

pertanggungjawaban hukum pidana, 

terhadap tindak pidana kehutanan 

adalah orang/manusia alamiah 

(naturlijke person) dan badan hukum 

atau korporasi (rechtsperson) serta 

pejabat pemerintah yang tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

kewenangannya (Dwidja, 2016). 

Pengaturan sanksi pidana 

dibedakan antara yang dilakukan oleh 

orang perseorangan dengan orang 

perseorangan yang bertempat tinggal 

di dalam dan/atau berada disekitar 

kawasan hutan, korporasi atau badan 

hukum dan pejabat pemerintah. 

Dalam Undang-undang ini juga diatur 

berkaitan dengan pejabat yaitu orang 

yang melakukan pembiaran tidak 

menjalankan tugas diancam sanksi 

sebagaimana Pasal 104, dan setiap 

pejabat yang diperintahkan atau orang 

yang karena jabatannya memiliki 

kewenangan dengan suatu tugas dan 

tanggungjawab tertentu, sebagaimana 

dimaksud dalam sebagaimana 

dimaksud ketentuan Pasal 105. 

Perbuatan pidana tersebut dapat 

dikenakan dengan sanksi pidana 

dengan ancaman sanksi pidana 

penjara minimum khusus dan 

maksimum khusus dan/atau denda 

(Dwidja, 2016). 

Dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013, diatur 

pertanggungjawaban pidana adalah 

subjek hukum adalah korporasi atau 

badan hukum. Suatu perbuatan pidana 

atau tindak pidana bilamana dilakukan 

dapat dikenakan ketentuan pidana 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 

ayat (5) dan (6), pidana pokok yang 

dapat dijatuhkan pada korporasi 

adalah pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82 sampai 

Pasal 103, selain itu korporasi dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa 

penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan (diatur dalam Pasal 10 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana), dan pelanggaran 

sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 badan 

hukum atau korporasi dapat dikenai 

sanksi administratif beruapa; paksaan 

pemerintah, uang paksa dan/atau 

pencabutan izin (Dwidja, 2016). 

 

Kesimpulan 

Rumusan definisi tindak pidana 

illegal logging secara eksplisit tidak 

ditemukan dalam pasal-pasal yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun 

illegal logging bisa diidentikkan dengan 

tindakan atau perbuatan yang berakibat 

merusak hutan, untuk itu mengenai 

perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam 

penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, yang berbunyi: “yang 

dimaksud dengan kerusakan hutan adalah 

terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau 

hayatinya, yang menyebabkan hutan 

tersebut terganggu atau tidak dapat 

berperan sesuai dengan fungsinya”. 

Adapun pengaturan tindak pidana illegal 

logging menurut Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

tercantum dalam Pasal 50 sedangkan 

ketentuan pidananya tercantum dalam 

Pasal 78. Kebijakan hukum pidana dalam 

menanggulangi tindak pidana illegal 
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logging saat ini adalah dengan 

dilakukannya  kebijakan formulasi 

terhadap tindak pidana illegal logging. 

Kejahatan tindak pidana di bidang 

Kehutanan berupa kegiatan penebangan 

kayu maupun pengangkutan kayu secara 

tidak sah tanpa izin dari pejabat yang 

berwenang yang dapat berpotensi merusak 

hutan. 
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